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Abstrak

Sudah lebih tujuh tahun umur MoU Helsinki, Aceh belum dapat dikategorikan
sebagai daerah damai positif; adanya kesejahteraan dan keadilan, dan tidak
adanya kekerasan struktural dan kekerasan kultural bagi semua warga
masyarakat, baik bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan
datang. Untuk mencapai kepada keadaan seperti ini, pembangunan
perdamaian pasca kesepakatan damai perlu  melibatkan pelbagai
aktivitas/program secara sistematis, saling keterkaitan dan saling mendukung
program jangka pendek dengan program jangka panjang, serta
pembangunan pisik dan non pisik. Oleh sebab itu pembangunan perdamain
mencakup aspek; ekonomi, politik, sosial, budaya dan psikologi supaya
muncul rekonsiliasi antara individu dengan individu, kelompok dengan
kelompok dan indvidu dengan kelompok, yang hubungan mereka telah retak
akibat daripada konfiik yang berkepanjangan. Salah satu caranya adalah
dengan mentransformasi budaya kekerasan kepada budaya perdamaian.

Key Words: Transformasi budaya, perdamaian dan pembangunan perdamaian

Pengantar

MoU Helsinki merupakan entry point dan roadmap of political policies bag
pembangunan Aceh yang dapat mengekalkan perdamaian. Melaluinya Aceh telat
memperoleh otonomi khusus dan luas yang ditetapkan dalam satu undang-undang
baru bagi Aceh, yaitu; Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahar
Aceh (UUPA). Kondisi Aceh sekarang ini lebih kondusif dibandingkan dengan kondis:
tujuh tahun sebelumnya. Tetapi belum boleh dikategorikan sebagai keadaan dama
yang hakiki (perdamaian positif berkelanjutan; Adanyanya hubungan yang adil dan
tidak eksploitatif, baik antara manusia maupun manusia dengan ekologi. Tiadanya
kekerasan langsung, kekerasan struktur, kekerasan budaya dan kekerasan ekologi)
[1]. Dengan kata lain keadaan tidak adanya kekerasan fisik, tidak adanya
diskrimimasi politik, ekonomi, dan budaya, tingginya legitimasi internal dan ekternal.
mampan diri, dan cenderung mempertingkatkan transformasi konflik konstruktif [2].

MoU Helsinki dan UUPA adalah asas yang dapat mengarahkan dan menentukan
transformasi relasi Pemerintah Aceh — Pemerintah Pusat Indonesia yang berimbang
dalam pengelolaan Aceh bagi menjamin terwujud keadilan, dan menjawab
problematika kehidupan masyarakat Aceh. Utamanya adalah masalah yang
dipandang sebagai akar penyebab (root causes) munculnya konflik pemisah.
Dengan demikian, memungkinkan keadaan Aceh pasca konflik menjadi damai positif
berketerusan. Satu dampak positif dari berlakunya ketentuan tersebut adalah
demokratisasi politik di Aceh, yang membolehkan individu non-partai (independen)
mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah dan adanya partai lokal di Aceh,
yang berjumlah enam partai (Partai Aceh, Partai Suara Independen Rakyat Aceh,
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Partai Rakyat Aceh, Partai Daulat Aceh, Partai Aman Sejahtera, dan Partai Bersatu
Aceh) [3]. Melalui perkembangan politk semacam ini, Gerakan Aceh Merdeka
(GAM) pun berjaya menguasai Aceh. Mereka berjaya menguasai Lembaga eksekutif
(Gubernur/Wakil Gubernur) dan Parlemen Aceh. Kini pemerintah Aceh adalah
'Pemerintahan GAM'. Kejayaan ini idealnya tidak saja berarti baik bagi mereka saja,
tetapi juga bagi mayoritas masyarakat Aceh. Semua faktor yang telah menimbulkan
pergolakan Aceh berkepanjangan dapat dihilangkan atau dikurangkan secara
maksimal supaya konflik tidak muncul lagi.

Transformasi GAM, dari pemberontak kepada pengatur (from rebel to ruller) adalah
transformasi politik yang konstruktif bagi transformasi konflik di Aceh. Akan tetapi ini
belum dapat menjamin perdamaian di Aceh akan berkelanjutan, karena transformasi
konflik tidak saja berhubung kait dengan permasalahan politik, tetapi juga berkait erat
dengan persoalan sosial, ekonomi, dan budaya. Selain itu, persoalan konflik Aceh
bukan terbatas pada permasalahan GAM. Tetapi mencakup elemen-elemen
masyarakat Aceh lainnya. Terutamanya adalah para aktivis-aktivis sivil yang
berasosiasi dalam organisasi masyarakat sivil (OMS), di mana semasa konflik
aktivitasnya telah memperkuat eksistensi GAM, seperti SIRA.

Untuk itu, pembangunan perdamaian pasca konflik sangat bergantung pada peranan
mereka (GAM/PA) dalam mengelola dan megatur Aceh secara efektif dan
efesien melalui fungsi-fungsinya bagi menegakkan keadilan ekonomi, sosial,
dan politik bagi seluruh masyarakat Aceh. Tanpa keadilan dalam perkara ini
konflik akan muncul kembali [4]. Namun demikian, harapan tersebut tampak
belum menjadi kenyataan yang dapat memuaskan kebanyakan hati masyarakat
Aceh. Kemenangan PA menguasai Pemerintahan Aceh lebih terkesan kepada
pergeseran kekuatan politik dan ekonomi baru saja di Aceh, yang didominasi oleh —
GAM [5]. Majoritasnya adalah GAM level atas dan menengah. Sementara -GAM
level bawah dan masyarakat korban konflik lainnya kurang diuntungkan.
Sepertimana dijelaskan oleh Basyar [6]. bahawa anggota Komite Peralihan Aceh
(KPA) terlihat lebih diuntungkan dalam pergaulan sehari-harinya dibandingkan
dengan kelompok lain. Sehingga sebahagian masyarakat Aceh menilai bahawa
kepemimpinan bekas pejuang GAM tidak lebih baik daripada kepemimpinan partai
Indonesia-Aceh sebelumnya, di mana mereka lebih mengutamakan keperluan dan
kepentingan kelompoknya. Sehingga menimbulkan pergolakan di Aceh.

Sudah memasuki periode kedua kepemimpinan bekas pejuang GAM di Aceh
walaupun banyak usaha dan program yang telah dilakukan, namun nampaknya
belum memperlihatkan pembangunan yang selaras dengan tuntutan ideal MoU dan
UUPA secara maksimal. Implementasi UUPA masih belum optimal. Banyak pasal
yang terkait hajat hidup orang banyak kelihatannya terabaikan [7]. Terutamanya
adalah perkara keadilan bagi korban konflik dan Hak Asasi Manusia [8] yang dapat
mengekalkan kesetabilan politik [9]. Di samping itu, masih terdapat korban konflik
yang belum dipulihkan [10], tingkat kemiskinan [11] dan pengangguran [12] masih
tinggi. Intimidasi, pembakaran, keganasan fisik, bahkan pembunuhan [13] masih
mejadi fenomema kekerasan tiap momen pemilihan umum. Disamping itu bencana
alam (banjir, tanah longsor) meningkat dan mewarnai wajah Aceh setiap tahunnya
[14]. Realita semacam ini tentu sangat mengancam keamanan manusia; bebas dari
ketakutan dan kekurangan.

Berdasarkan uraian di atas, Pemerintah Aceh perlu mengadopsi kerangka kerja yang
dapat mempercepat proses pembangunan perdamaian yang menjamin muncul
perdamaian positif berkelanjutan di Aceh. Untuk itu, melalui artikel ini penulis
menawarkan satu kerangka kerja pembangunan perdamaian melalui transformasi
budaya yang dapat mewujudkan dan mengekalkan perdamaian positif di Aceh.
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Definisi Perdamian Positif Berkelanjutan. Damai dan konflik tidaklah
bertentangan, jika para kelompok/individu yang bertentangan menggunakan cara
non kekerasan dan tidak mematikan dalam penyelesaian dan transformasi konflik
[15). Konflik tidak boleh dielakkan dalam kehidupan sosial [16] kare]na tidak ada satu
pun sistem sosial yang sepenuhnya stabil, benar-benar bebas dari konflik [17].
Konflik perlu ditransformasikan dari destruktif kepada konstruktif. Oleh itu,
perdamaian bukan hanya tiada perang atau tiadanya kekerasan [18]. Namrun lebih
dari itu, seperti dikatakan oleh Kant [19] perdamaian adalah pertanda berakhirnya
semua bentuk permusuhan, tetapi ia belum dapat menjamin relasi damai itu
berterusan, kecuali keadaan masyarakat dikawal/diawasi dengan baik dengan
undang-undang. Senada itu, Howard [20] menyatakan tiada perang adalah baik bagi
permulaan damai tetapi belum cukup damai yang sebenarnya. Perdamaian adalah
_ wujudnya dua perkara secara bersamaan, yaitu ketertiban/keteraturan dan keadilan.
Konflik diselesaikan tanpa kekerasan atau intimidasi, dan melalui proses hukum atau
rekonsiliasi.

Menurut Galtung [21] perdamaian ialah stabiliti/equlibrium, tiada kekerasan
teroganisir, dan adanya semua kebaikan dalam kerjasama dan integrasi antara
manusia. Oleh itu dia membagikan perdamaian kepada; negative peace (tidak
adanya perang, wujudnya kekerasan struktuk dan budaya) dan possitive peace
(wujudnya kerjasama, adil, bebas dari ketakutan dan kemahuan, dan nilai positif
lainnya). Sejalan itu, Neethling [22] menyatakan perdamaian positif lebih sekadar
tiada perang; holistik dan meliputi lebih banyak isu, termasuk prospek pembangunan
sosial. Untuk itu, membentuk perdamaian positif berterusan adalah bekerja
melampaui penandatangan perjanjian melalui langkah struktural dan non struktural,
yang melibatkan negara dan masyarakat sivil.

Sementara menurut Grewal [23] konsep perdamaian positif merangkumi hubungan
manusia dengan lingkungan alam, dan ini telah dikembangkan oleh Galtung sejak
tahun 80-an, mencakup kosmologi sosial, budaya dan ekologi. Oleh itu, menurut
Mische & Harris [24] sekarang ini perdamaian negatif dan positif telah diperluaskan
kepada perilaku kekerasan manusia terhadap alam. Sehingga perdamaian negatif
juga bermakna hadirnya norma, kebijakan, struktur dan aksi untuk mencegah atau
menamatkan kekerasan fisik, yang merusak kehidupan manusia dan integritas fungsi
alam. Manakala perdamaian positif adalah wujud norma, kebijakan, sistem, dan aksi
yang menghormati marwah manusia, memenuhi keperluan manusia, mendukung
standard keadilan sosial dan alam sekitar, serta mempertahankan komunitas
manusia dan alam.

Pembangunan Perdamaian Positif Berkelanjutan. Secara umum definisi
pembangunan perdamaian dapat dibahagikan kepada dua kategori, iaitu secara
sempit dan secara luas. Menurut Paffenholz dan Sentama [25] secara sempit boleh
ditakrifkan sebagai aktivitas pasca konflik, yang berhubung kait dengan pembinaan
kapasitas. perdamaian, dan transformasi masyarakat. Perhatian utamanya
memperbaiki atau transformasi positif hubungan manusia yang telah rusak.
Sementara secara luas ialah sebagai payung besar yang merangkumi peacemaking,
peacekeeping dan peacebuilding. Aktivitasnya mencakup; eskalasi konflik dan de-
eskalasi. Bahkan termasuk peringatan awal dan usaha tindak balas, pencegahan
kekerasan, kerja advokasi, menjaga keamanan sivil dan tentera, campur tangan
militer, bantuan kemanusiaan, perjanjian gencatan senjata, normalisasi dan
konsolidasi.




Oleh sebab itu, sekarang ini pembangunan perdamaian terdiri dari seluruh tahapan
perubahan konflik yang bertujuan membentuk perdamaian positif [26]. Sejalan itu,
Peace Brigades International [27] perdamaian positif adalah merupakan hasil
daripada aktivitas pembangunan perdamaian yang identik dengan transfomasi
konflilk (conflict transformation), yang berfokus pada hubungan antara kelompok-
kelompok yang terlibat dalam konflik. Sasarannya ialah perubahan hubungan yang
damai positif berterusan.

Untuk mewujudkan keadaan ideal sebagaimana dihuraikan di atas, banyak perkara
yang berhubung kait dengan wujudnya konflik periu ditransformasikan. Menurut
Lederach [28] elemen-elemen yang perlu diditransformasikan bagi tercapai
hubungan damai positif adalah: transformasi personal; transformasi relasional;
transformasi struktural; dan transformasi kultural. Selaras itu, Miall et.al [29] juga
menjelaskan perkara serupa, dengan menambahkan elemen lainnya, iaitu;
transformasi konteks dan transformasi isu.

Selain itu, Mitchell [30] memaparkan elemen lainnya, iaitu; transformasi proses,
yaitu; keikutsertaan multi level, usaha mengupayakan yang lemah, menjamin mereka
yang terlibat langsung dalam konflik boleh mengontrol proses transformasi.
Fokusnya tidak hanya pada isu-isu sekarang, tetapi juga pada trauma dan sakit yang
lama serta pada setiap rasa sakit akibat ketidakadilan. Membentuk secara bersama
pemahaman baru mengenai konflik, kemampuan membuat dan menjalankan
prosedur untuk memelihara dan melanjutkan perubahan, serta pendidikan interaktif
secara bersama bagi para kelompok bermusuhan mengenai sosial politik dan sistem
ekonomi yang dimediasi oleh perantara yang memahami budaya dan sosial pihak
yang bermusuhan.

Sementara Maiese [31] menyatakan bahawa untuk mewujudkan perdamaian tahan
lama (durable peace), para pihak perlu menganalisis punca struktur konflik dan
memprakarsai perubahan struktur sosial. Menggalakkan substansi dan prosedur
keadilan melalui cara-cara struktural, biasanya melibatkan pembinaan institusi dan
memperkukuhkan masyarakat sivil. Selanjutnya menurut Autesserre [32] strategi
pembangunan perdamaian yang lebih berkesan semasa pelaksanaan perdamaian
memerlukan dua pengubahsuaian utama untuk menangani punca kekerasan yang
berterusan. Pertama, peacebuilders perlu mengutamakan pembangunan kembali
negara, lebih daripada hanya mengadakan pemilihan umum. Tetapi, menumpukan
lebih banyak usaha dan sumber daya bagi membina semula sistem birokrasi dan
keadilan, juga menumbuhkan kembali otoritas negara atas kawasan yang kaya
dengan sumber daya. Tujuannya menamatkan kekerasan terorganisir, memudahkan
proses pendemokrasian, dan membantu menangani ekonomi perang  dan
penyeludupan yang menyalahi undang-undang. Kedua, peacebuilders perlu
menumpukan perhatian dan sumber yang lebih banyak kepada akar konflik.
Terutamanya hak-hak memperoleh tanah, reintegrasi mantan kombatan, dan politik
lokal, sosial, ekonomi, dan divisi etnik, yang dapat menimbulkan kekerasan dan
mengakibat muncul perang kembali.

Kerangka Kerja Perdamaian Postif Berkelanjutan Melalui Transformasi Budaya.
Berdasarkan huraian di atas dapat dipahami pembangunan perdamaian adalah
penangananan akar konflik, dan usaha memenuhi keperluan dan kepentingan masa
kini serta masa depan, yang selalunya berubah (dinamis). Untuk itu, transformasi
relasi dan rekonsiliasi perlu dilakukan secara berterusan, baik dilakukan oleh
pemrintah maupun masyarakat sivil, melalui pengaturan pola interaksi yang saling
menguntungkan dan menghargai, dan tidak ada yang merasa dirugikan atau
dihinakan.
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Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, banyak elemen dan aspek yang perlu
diditransformasikan bagi membangun perdamaian, baik perdamaian negatif maupun
perdamaian positif. Namun kebanyakan pakar sepakat dan menekankan pentingnya
aspek politik, ekonomi dan sosial bagi pembangunan perdamaian. Banyak hasil
kajian memaparkan perdamaian yang stabil mesti dibina atas tiga fondasi tersebut
untuk dapat melayani keperluan-keperluan penduduk [33] Untuk itu, menurut penulis
yang paling utama perlu diperhatikan dan dipertimbangkan adalah transformasi
semua elemen mesti membawa dampak positif kepada tiga perkara tersebut, dan
semua orang dijamin boleh akses kepada tiga perkara tersebut secara adil,
bermartabat, dan tanpa kekerasan bagi memiliki kehidupan yang wajar.

Mengingat konfiik Aceh lebih disebabkan faktor salah urus (structural error) dan
budaya, maka yang paling utama ditransformasikan adalah struktur dan budaya,
yang dapat membawa dampak positif kepada perubahan politik, sosial dan ekonomi
masyarakat. Hal ini memungkinkan mereka memenuhi keperluan dan kepentingan
secara adil. Dengan demikian, sikap, perilaku dan hubungan sosial memiliki kualitas
damai yang tinggi, yaitu kerjasama positif yang penuh dengan kedamaian. Karena
setiap orang dan kelompok merasa memeriukan dan diperiukan oleh orang dan
kelompok lainnya untuk menjadi sejahtera. Untuk itu, kualitas hubungan harmonis
akan dipertahankan bagi terpenuhi keperluannya secara berkelanjutan.

Namun demikian, melalui paper ini penulis hanya fokus pada transformasi budaya.
Budaya merupakan hasil daripada konstruksi sosial yang berbentuk materil dan
immateril, yang diarahkan kepada keselamatan (survival) pemiliknya dari pelbagai
ancaman, baik fisik mahupun mental. Budaya adalah banyak hal, namun seperti satu
set lensa di mana melaluinya semua pihak yang terlibat konflik harus melihat.
Kebudayaan juga merupakan media di mana pola-pola perilaku dan nilai-nilai
tumbuh dan diwariskan pada satu generasi ke generasi berikutnya. Akar konflik yang
mendalam sudah tertanam dalam cerita budaya dan mitos sehingga lebih tahan
terhadap transformasi. Akhirnya budaya membentuk dan mencerminkan
pembentukan identitas dan cara kita membuat dan memberikan makna [34].

Secara sosiologis, budaya adalah cara hidup, yang mencakup kepercayaan, skill,
rasa, nilai, adat, perilaku, dan peraturan berperilaku. Tidak semua budaya adaptif,
sebagiannya kadaluarsa, dan sebagian lainnya lebih banyak menimbulkan masalah
berbanding menyelesaikannya [35]. Untuk itu, ia perlu ditransformasikan kepada
arah yang konstruktif bagi pembangunan dan pembinaan masyarakat. Oleh itu,
budaya perdamain ialah bertindak dengan menggalakkan saling peduli dan
kesejahteraan. Tindakan semacam ini perlu disokong oleh pengaturan-pengaturan
institusi khas, yang merefleksikan norma sosial, nilai, dan pengetahuan. Oleh itu,
budaya perdamaian boleh bermakna transformasi dalaman yang luas dalam individu
dan Negara [36].

Menurut Fukushima [37] budaya dapat memaikan empat peranan dalam pembinaan
perdamaian, yakni:
1) Katalis pembangunan perdamaian atau penyangga untuk mensokong
perdamaian
2) Alat untuk merelatifasi (relativize) konflik bersenjata
3) Sarana membangun perdamaian dalam hati dan pikiran masyarakat tempatan.
menerusi;
a. Membangun toleransi, saling memahami, kepercayaan, percaya diri, dan
mencapai rekonsiliasi;
b. Menggalakkan sublimasi identiti yang telah berubah akibat perang;
¢. Mengobati dan menghilangkan traumatic.

300



sosial. Dimana ketiganya saling berhubung kait dan dapat memberi pengaruh
kepada pemenuhan keperluan serta kepentingan masyarakat. Sehingga memberi
dampak kepada terjadinya proses interaksi masyarakat (antara individu, individu
dengan kumpulan, kumpulan dengan kumpulan, dan rakyat dengan pemerintah)
berlandaskan penilaian terhadap kontribusi-kontribusi yang membawanya kepada
pencapaian keperluan dan kepentingan.

Kesimpulan

Berlandaskan konsep perdamaian positif berkelanjutan di atas, maka dapat dipahami
bahawa transformasi budaya kekerasan kepada budaya damai pun tidak terbatas
pada bentuk perilaku kekerasan, tetapi melampaui itu, mencakup nilai dan simbol
yang menyebabkan muncul kekerasan, seperti individualistik, konsumtif, pragmatis,
dan lain-lainnya yang menyebabkan manusia tetap miskin, mudah diekspkoitasi, dan
cepat terprovokasi. Akibatnya membawa masyarakat tersebut kepada berperilaku
kekerasan. Selain itu, mengingat budaya merujuk kepada internal, keadaan
kolektivitas yang subjektif dalam satu sistem sosial. Budaya terus berkembang,
sebagai filter aktif yang menghasilkan perspektif mengenai situasi dan persepsi
mengenai masa, dan mengawal interaksi sosial melalui norma dan nilai-nilai yang
dibangun secara bersama [40]. Oleh yang demikian, budaya politik, ekonomi, dan
sosial masyarakat Aceh juga perlu ditransformasikan mengikuti tuntutan keperluan
dan kepentingan, supaya boleh merespon secara positif terhadap peluang-peluang
yang diberikan oleh struktur sosial. Sehingga keperluan-keperluannya tercapai, dan
konflik tidak menjadi kenyataan yang berulang dan berkelanjutan. Untuk itu,
Pemerintah  Aceh = perlu mengidentifikasi budaya konstruktif, kemudian
disosialisasikan dan diinstitusionalisasikan. Selanjutnya segala bentuk budaya
destruktif perlu didekonstruksi. Hal ini dilakukan secara demokratis, integratif,
komprehensif dan inklusif. Dengan demikian pemenuhan keperluan dapat berlaku
maksimal dan adil.
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